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RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 
NOMOR … TAHUN 2025 

 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
TAHUN 2025 – 2029 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PASAMAN BARAT, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat 

(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-

2029; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, 

Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten 
Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4348); 

  3. 
 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. 
 

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6987); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6042); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun  2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  2025 Nomor 

9); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

  10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 

2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
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Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

Nomor 4); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 

dan 

BUPATI PASAMAN BARAT 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 
 

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 

2025 – 2029. 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pasaman Barat 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasaman 
Barat. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN 

adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 

(lima) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2045 yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen 
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perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029 yang 

selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029  
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen 
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

 
Pasal 2 

 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah sebagai pedoman dan landasan 
bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 
sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut 
dituangkan dalam RKPD. 

 
Pasal 3 

 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil 
Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, 
serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan 

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

 
Pasal 4 

 

RPJMD menjadi pedoman bagi:  

a. PD dalam menyusun Renstra-PD dan seluruh 
pemangku kepentingan di Daerah dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun 

waktu Tahun 2025-2029; dan  

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD. 

 
Pasal 5 

 

(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri dari pendahuluan, 
gambaran umum Daerah, visi, misi dan Program 
Prioritas Pembangunan Daerah, program PD dan 

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan  
Penutup.  
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(2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
Pasal 6 

 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan di Daerah. 

 
Pasal 7 

 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi 
terhadap perencanaan pembangunan Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

rencana  pembangunan Daerah; dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan 
Daerah. 

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang 
membidangi perencanaan pembangunan Daerah. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 8 
 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal : 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan; dan  

c. terjadi perubahan yang mendasar. 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf  c, meliputi terjadinya bencana 

alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial 
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, 

atau perubahan kebijakan nasional. 

 
Pasal 9 

 

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasaman Barat. 

 
 

 
  Ditetapkan di Simpang Empat 

pada tanggal                                  2025 

 
BUPATI PASAMAN BARAT, 

 

 
 

 
YULIANTO 

   

Diundangkan di Simpang Empat  
pada tanggal                               2025 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASAMAN BARAT, 

 
 
 

 
DODDY SAN ISMAIL 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025  
NOMOR ... 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI 
SUMATERA BARAT: (       /       /2025) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Jabatan Tanggal Paraf 

Wakil Bupati   

Pj. Sekretaris Daerah   

Plt. Ka. Bappelitbangda    

Kabid. PPEP    
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PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 

NOMOR…TAHUN 2025 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2025 – 2029 

 

 

I. UMUM 

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan 
nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya 

sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya 
dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun 

waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas 
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, 
RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah 

kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang 
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan 
penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, 
sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan 

Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah 
yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 
RPJPD dan RPJMN.  

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan 
Wakil Bupati terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari 
visi dan misinya. Bahkan dalam  ketentuan Pasal 264 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan 
bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan paling lama 

6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. 
Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima 
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, 
teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selanjutnya 

RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan 
Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun 

anggaran.   

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang 
disusun secara sistematis sebagai penjabaran RPJMD yang tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan 

pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya 
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi. 
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 
Pasal 2 

Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

  Huruf a 
Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan” adalah 
pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan 

manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, 
Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, Lembaga 
Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh 

masyarakat di Daerah dan kabupaten/kota serta 
Nagari/Desa/Kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat 
rentan termarginalkan. 

Huruf b 
Cukup jelas. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Lampiran 

angka romawi III Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 
Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 
 

Pasal 6 
Cukup jelas. 
 

Pasal 7 
Cukup jelas. 
 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

 
Pasal 10 

Cukup jelas. 
 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 
NOMOR ... 


